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BERITA DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 37 TAHUN 2015 

  

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 37 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : aa. 

Mengingat ! Ia 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan 

ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan 

Bupati, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



508 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822): 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 3569), 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438): 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indcnesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 

tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II 

Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk 

ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502): 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 

tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4577), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir 

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E): 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 

7): 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG- PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 terdiri dari: 

1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 101.550.987.416,00 

b. Dana Perimbangan Rp 948.923.027.955,00 

Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 201.147.358.440,00 

Jumlah Pendapatan Rp1.251.621.373.811,00 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja pegawai Rp 615.021.301.244,00 

2) Belanja bunga Rp 0,00 

3) Belanja subsidi Rp 0,00 

4) Belanja hibah Rp 2.100.000.000,00 

5) Belanja bantuan sosial Rp 577.500.000,00 

6) Belanja bagi hasil kepada  provinsi/ 

kabupaten/kota dan Pemerintah Desa 

Rp 1.654.922.000,00 

7) Belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi/ kabupaten/kota dan Pemerintahan 

Desa Rp 185.750.180.271,00 

8) Belanja tidak terduga Rp 1.000.000.000,00 

Rp 806.103.903.515,00 

Belanja Langsung 

1) Belanja pegawai Rp 44.924.501.973,00 

2) Belanja barang dan jasa . 

Rp 191.561.465.514,00 

3) Belanja modal Rp 209.031.502.809,00 

Rp 445.517.470.296,00 

Jumlah Belanja Rp 1.251.621.373.811,00
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Defisit Rp 0,00 

Pembiayaan: 

a. Penerimaan Rp 0,00 

b. Pengeluaran Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Neto (Rp 0,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan Rp.0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan 

dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal 6
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Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 21 Desember 2015 

Pj. BUPATI GORONTALO 

TTD 

NURLAN DARISE 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 21 Desember 2015 

SEKRETARIS DAE UPATEN GORONTALO,     
HADIJAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 

37


